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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

tersebut, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sejauh ini pelaksanaan pasal 3 undang-undang no 15 tahun 2011 mengenai 

pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam pilkada tahun 2013 di kota 

gorontalo belum efektif,  Karena KPU Kota Gorontalo pada pilkada tahun 

2013 telah terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 

terganggunya tahapan penyelengaraan pemilihan umum, sesuai keputusan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tiga Komisioner KPU Kota 

Gorontalo, harus segera meninggalkan kursinya dilembaga Penyelenggara 

Pemilu Kota Gorontalo karena meloloskan calon yang tidak memenuhi 

syarat pencalonan. KPU Kota Gorontalo mempunyai peran yang strategis dalam 

menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil 

Walikota Gorontalo Tahun 2013 dengan berpedoman pada azaz mandiri, jujur, 

adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan,  

profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. 

2. Untuk kebijakan dari KPU terkait tugas dan wewenangnya itu sendiri 

adalah pelaksanaan/kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa 

tempat dan sasaran sosialisasinya adalah pemilih pemulah, semua unsur 

masyarakat (publik) di kota gorontalo, mahasiswa, pedagang, pengemudi 

bentor, dan masyarakat secara luas. Tujuannya adalah untuk mengajak 

masyarakat serta memberikan pemahaman tentang tahapan pelaksanaan 

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 dan 

tata cara menggunakan hak politiknya. 
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1.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka 

penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan pemilu, 

maka KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum agar 

memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, 

serta  menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

2. Untuk Pendidikan politik ke masyaraka harus terus dilakukan sehingga 

masyarakat mengerti arti penting Pemilihan Kepala Daerah bagi 

pengembangan daerah. Hal ini dimaksudkan juga untuk mencari pemimpin 

yang terbaik sehingga mampu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, pendidikan politik juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan partisipasi pemilih. 
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